BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasar analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian dapat diketahui
faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi lelang objek hak
tanggungan beserta upayanya adalah:
1. Adanya gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kreditur pemegang hak tanggungan dalam mengajukan eksekusi lelang ke
KP2LN Surabaya 2 sering tanpa sepengetahuan debitur pemberi hak
tanggungan, akibatnya ada debitur yang merasa keberatan dan akhirnya
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Tata
Usaha Negara untuk minta penetapan penundaan pelaksanaan lelang. Dalam
mengatasi hal ini, maka upaya penyelesaian yang ditempuh oleh KP2LN
Surabaya 2 adalah menunda pelaksanaan lelang atau tetap meneruskan
pelaksanaan lelang dengan meminta Surat Pernyataan dari KP2LN Surabaya 2
yang berisi apabila ada gugatan dari debitur/ahli waris debitur maka kreditur
harus bertanggung jawab atas gugatan tersebut.

2. Debitur menolak mengosongkan objek jaminan secara sukarela.
Hal ini terjadi karena objek hak tanggungan yang berupa rumah/bangunan

yang diajukan untuk dilelang oleh KP2LN Surabaya 2
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perundang-undangan yang digunakan dalam menangani suatu perkara.
Selain itu para penangan perkara harus memiliki persiapan yang mapan
untuk menghadapi setiap permasalahan yang timbul akibat proses
pengurusan piutang dan lelang negara, baik berupa gugatan dari PN
maupun dari PTUN. Para penangan perkara juga dituntut untuk memiliki
kemampuan menciptakan faktor-faktor pendukung dalam menyelesaikan
perkara secara baik, antara lain kemampuan mengadakan koordinasi
dengan pihak pengadilan maupun instansi terkait lainnya serta
kemampuan mendapatkan informasi yang akurat.

Debitur menolak mengosongkan objek jaminan secara sukarela.

Hal ini terjadi karena objek hak tanggungan yang berupa
rumah/bangunan yang diajukan untuk dilelang oleh KP2LN Surabaya 2
oleh kreditur pemegang hak tanggungan tidak dalam keadaan kosong
(berpenghuni) sehingga pembeli lelang kesulitan untuk menguasai
rumah/bangunan tersebut, maka upaya penyelesaian yang ditempuh oleh
KP2LN Surabaya 2 adalah dengan menghubungi debitur pemberi hak
tanggungan agar mau mengosongkan secara sukarela objek hak
tanggungan yang akan dilelang. Faktor-faktor yang menyebabkan debitur
mengajukan gugatan terhadap KP2LN Surabaya 2 adalah karena debitur
tidak rela objek jaminan dilelang. Selain itu, maksud debitur mengajukan
gugatan ke PN/PTUN hanya untuk mengulur-ulur atau menunda-nunda

pembayaran hutang kepada negara dengan alasan atau posita mencari
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celah-celah hukum (legal loophole). Padahal penundaan atau pembatalan
lelang oleh PN/PTUN mengakibatkan penerimaan negara tertunda
sehingga menghambat pemulihan ekonomi. Penundaan atau pembatalan
lelang tersebut sering ditetapkan dengan cara yang tidak memenuhi
prosedur dalam hukum acara yakni tanpa memanggil atau mendengar
pendapat dari perwakilan KP2LN Surabaya 2 terlebih dahulu, tanpa alasan
atau pertimbangan yang jelas, tanpa waktu yang patut atau layak, dan
waktunya hampir bersamaan dengan pelaksanaan lelang.

Nilai limit objek lelang lebih tinggi dari harga pasar.

Nilai limit (harga dasar pelepasan) yang diajukan kepada KP2LN
Surabaya 2 terlalu tinggi dari harga pasaran setempat, sehingga objek
jaminan yang dilelang akan sulit laku terjual pada saat pelelangan tersebut,
maka upaya penyelesaian yang ditempuh oleh KP2LN Surabaya 2 adalah
menyarankan kreditur pemegang hak tanggungan untuk menghubungi
debitur pemberi hak tanggungan untuk menurunkan harga dari nilai limit
tersebut dengan persetujuan debitur pemberi hak tanggungan. Cara lain
adalah kreditur dapat meminta penilaian harga limit menurut debitur
pemberi hak tanggungan dari Apresial/Penilai Independent yang mendapat

persetujuan dari debitur pemberi hak tanggungan.




46

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan dalam penulisan

hukum/skripsi ini dapat dikemukakan saran antara lain sebagai berikut:

1. Dibuat ketentuan tentang eksekusi lelang objek hak tanggungan.

2. Seharusnya dengan adanya titel eksekutorial/irah-irah yang berbunyi
”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka eksekusi
yang dilaksanakan oleh KP2LN Surabaya 2 memiliki kekuatan hukum
yang sempurna sehingga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan
Negeri setempat.

3. Dalam mengatasi kendala eksekusi lelang hak tanggungan yang berkaitan
dengan tingginya harga limit daripada harga pasar setempat maka KP2LN
Surabaya 2 harus membuat standar harga lelang sehingga tidak akan
terjadi lagi harga limit yang melebihi harga pasar setempat.

4. KP2LN Surabaya 2 seharusnya mengadakan kerjasama dengan berbagai
pihak antara lain:

a. Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dalam hal
mengantisipasi adanya gugatan dari debitur maupun pihak lain yang
terkait terhadap pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh
KP2LN Surabaya 2.

b. Badan Pertanahan Nasional (dalam hal ini Kantor Pertanahan

Nasional) dalam hal melakukan pengecekan keabsahan dokumen
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objek jaminan yang berupa tanah dan pengikatannya maupun dalam
hal permohonan Surat Keterangan Tanah yang merupakan salah satu
persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pelelangan
objek jaminan yang berupa tanah.

c. Bank Pemerintah dan Bank Swasta dalam hal kepastian hukum atas
objek jaminan yang diajukan untuk dilakukan pelelangan hak
tanggungan sesuai Pasal 6 UUHT apakah atas objek jaminan tersebut
ada gugatan atau tidak dan di lain pihak objek jaminan tersebut sudah
kosong atau belum sebagai upaya untuk mengantisipasi pelayanan
kepada calon pembeli lelang yang ditunjuk dalam rangka eksekusi

pengosongan objek jaminan yang dimaksud.
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